
KOP PEMERINTAH DESA 

: gera 
: se ..... ) bendel . 

Kudus, ................ 2010 

Kepada 

: ..... ( ohonan Pencairan Dana 
: pe~bangan Keuangan Pemerintah 

pe~upaten kepada Desa dan T ambahan 
Ka ghasilan di Bawah UMK Tahun 

Yth. Pimpinan Bank Jateng 
Cabang Kudus 

di 
pen 
,Mggaran 2010. 

KUDUS 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
p netapan Alokasi dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan 
K!uangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasila~ 
bagi Kepala Oesa dan Perangkat Desa yang Berpenghasilan di Bawah UMK d1 
Kabupaten Kudus Tahun 2010 dan guna mendukung pembiayaan pelaksanaan 
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, dengan 
ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana Perimbangan dan T ambahan 
Penghasilan Tahun 2010 atas beban rekening giro Pemerintah Desa ....... Nomor 
Rekening .. ....... .... ...... sebesar Rp .......... (dengan huruf ... ...................... . ) 
dengan perincian tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPO) ADD, 
Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Tambahan 
Penghasilan di bawah UMK serta RPO Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa (apabila 
ada) sebagaimana terlampir. 

Oemikian pengajuan permohonan pencairan ini disampaikan dan atas 
kerja samanya disampaikan terima kasih. 

Nomor : ........... .. KEPALA DESA ........ . 
Tanggal : .. .. ....... .. . 

~divertfikasi dan telah sesuai ketentuan, 

CAMAT ...... 

\. 

(tanda tangan) 
IDama lenqkap) 
Pangkat ( ....... ) 

NIP ....... .. 
Nomor ............ .. 
Tangqal: ........... . .. 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 
Asisten Pemerintahan 

U.b 
Kepala Bagian Pemerintahan Desa 

(tanda tangan) 
(nama lengkap) 
Pangkat ( ....... ) 

NIP ........ . 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

~fn1at R 
\1) ~o encana Penggunaan Dana (RPO) . . . 

lll'lat RPO dari Alokasi Dana Oesa (ADD), Bagi Has1I PaJak Daerah, Bagi 
asil R . •, etnbusi Daerah dan Tambahan Penghasi an. 



Ian eanja - -Jumlah K_eterar19an 
/~eK~ L- - 2 ------ 3 4 , i-- . - ,_ -

\' ~ merintahDe.sa dan Lainnya ·· - -----
~f. pea -

!89!a . 
1, ~ ~ 1ania Operas,?nal Pe~ erlntahan Desa ' . 

Belanja Peaawa1 
:\~ p enahasilan Tetap dan Tuniangan - ---
\ 01 'runjanaan Puma Tugas 
:~ 'runjan~an K~matian 
-~ Lain-lam Tun1angan 
:~ -Tunjangan Kesejahteraan Aparat Pemerintah 
,1101.0 0esa 

Ost ..... . ... -~--
<--

Tambahan Penghasilan 
Tambahan Penghasilan Tetap Aparat . 01 ;1.1.02. Pemerintah Desa di bawah UMR KabuP-aten . 

Rinc·131 

tl.1,02.02 
Ost ..... 

~ an Kehormatan, O~erasional dan Kegiatan BPD 
1run a _ 

:1 Belanja Operasional Pemerintahan Desa 

:1.1 
Belanja Peqawai 

11.01 Penghasilan Tetap dan Tunjanqan 
ii.01 .02 Tunjanqan Pimpinan dan Anq_aota 
11.01 .02.01 Tuniangan Ketua BPD 
ll.1.01 .02.02 Tunjangan Wakil Ketua BPD 
L . Ost .... 

ll.2 Belanja Baranq dan Jasa 
l\2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 
ll.2.01 .01 Belanja ATK 
li.2.01.01.02 Belanja ATK BPD 
l12.01 .04 Belanja Perangko, Materei, dan Benda Pos 

t.. Lainnva 
Ost .... 

!lt os Belanja Perawatan Kendaraan Dinas 
;1.2.os.02 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas BPO 
•
1
·2.os.02.01 Belanja Service 
~2-os.02.02 Belanja Penaaantian Suku Cadann 

'•,, , 

Dst .... ... 
:1-2.~ -~ ·•. Belanja Cetak dan Penaaandaan ·•. 0 

st ..... 
~berd a aan Masyarakat 

:l K -~ -Belanja Pemberdavaan Masvarakat 
~Belanja Subsidi 

:~ Belanja Subsidi kepada Kelompok/Perorangan 
Masvarakat Desa 

!K Dst r--- . . . . 

<~ -1 ~elanja Hibah 
Belanja Hibah kepada Perusahaan Desa 

~ L@UMDesa) L. 



~=- 2 
3 4 7-J2_st .... 

. ~ 'selania Bantuan Sosial 
:~ B elanja Bantuan Sosial kepada Perorang 

i--:- an ;~ J?St .... 
~ B elania Bantuan Keuan!lan 
.v 'Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga -t01 Kemasyarakatan Desa 

:~ B elanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga 
Kemasyarakatan Desa PKK 

~Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga 
Kemasyarakatan Desa RT 

~Ost .... 

% Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Umum Desa 

1.0.01 Belanja Pembangunan Sarana Prasarana 
Pemerintahan Desa 

io.01 .01 Gedung/Kantor Pemerintah Desa 
io.01.01 .01 Pembangunan Gedung/Kantor Pemerintah 

Oesa 
io.01.01 .02 Rehabilitasi Gedung/Kantor Pemerintah Desa 
fo.01.02 Gedung/Kantor BPO 
I.. .. Ost .... 
'.~.02 Pembangunan Sarana Prasarana 

Perhubungan 
'.~.03 Pembangunan Sarana Prasarana 

Perekonomian 
; Ost .... !,. , , 

.6 Belanja Kegiatan Pemerintahan Oesa 

.6.01 Program Pemerintahan Umum Desa 

.6.01.01 Kegiatan Pembentukan Sadan 
Permusyawaratan Desa 

... Ost ... ..... 

102 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 
6.02.01 Kegiatan Lomba Desa .. , 

Ost ............ 
7 
7.01 Belanja Tak Terduga 

Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana 
Sosial '• 

Ost ... .. 
rasio 1 na Pemerintah Desa 

( 

zo1 Belanja Barang dan Jasa 
l.o,.01 Belanja Bahan Pakai Habis 

BelanjaATK 
Belanja ATK Pemerintah Desa_ d 

~ ~Belanja Dokumen/Admini5trasi ten er 
l ~Dst .... 

~ ---~t~!~ -~han/Material -



2=------r--=--.---~ < -Belania Jasa Kantor 3 
t:felanja Jasa. i:ransaksi KeuanQan 

4 

t~.os -1 -aetania Provis, 
1·~~ a etania Notaris 
\i3.~ ""setania Administrasi 

~ -Belanja Sunga Utang 
~- . . 

BelanJa Bahk Nama/Sertifikasi 
103.12 oesa 

Tanah Kas 

-~ f~~~~~~============j~==-1=====1 - 1 Belanja Modal 
l 
J,01 
1.01 .01 

Belanja Modal Pengadaan T anah 
Belanja Modal Pengadaan T anah Kantor 

1.01.02 

,,, . 

1.02 

3.02.o1 

3,03 

Belanja Modal Pengadaan T anah Sarana 
Pendidikan T aman Kanak-Kanak 
Ost ... . 
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 
Oarat Bermotor 
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 
Oarat Bermotor Mobil 
Ost .. .. 
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 
Oarat Tidak Bermotor 
Ost .... 

Jumlah Belanja 

PEMBIAYAAN 
Pengeluaran Pembiayaan 
Pembayaran Utang 

'.3.1 Pembayaran Pokok Utang kepada Bank ..... . 

Jumlah Pembiayaan 
-------4----------:----=---;-;---~-:-;;-;:-t----,------1 

Jumlah Belanja dan Pembiayaan (2+3) 

Nomor · langgal ·. ·· · ·· · ··· ··· ·· · 
. ... ... .... ... ... 

~dNerifi . 
kas1 dan te\ah sesuai ketentuan, 

(tanda tangan) 

(narna lengkap} 
\ P~~kat ( ........... ) 

··········· · ··········· · ·· · ··· 2010 

KEPALA DESA ........ . 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

. ··· ··········· . 
'SrvPenur . . • a hanya diisi untuk pengaJuan kode 
,~an ri~s~n kode rekening dan r!nc,a~ bel~irus ditulis seluruh kode rekening dan 
•. ~ · cian belanja pada waktu ,tu. (tidak l ~~8Desa). d .. . spesifikasinya/jenis peruntukannya. 

belanja dan pembiayaan agar 1151 



r-.: kOl()ITl 4 (keterangan) , diisi dengan menulis asaUsumber dana dalam 
gi~,a~ n betanja y~ng tercantum sebaga1~ana dalam kolom 2. (misal : . n~c,an ;ti nncia penghas1lan Tetap Aparat Pemenntah Desa di bawah Upah Minimum 

{. faf11Dah~\ diisi sumber dana Tambahan Penghasilan disertai jumlah nominal . 
~ien, K0~

0 Pinjaman Desa ~a~a tahun berjalan dicantumkan dalam belanJa 
ier1<31t erintah desa (belanJa 1asa transaksi keuangan dan belanja bunga utang 

-~ al pe'!1 •asa kantor) ~an pembiayaan untuk pembayaran pokok utang. 
f.r, bt:ia~a ~a/Sertifikas1 Tanah Kas Desa dicantumkan pada belanja operasional 
, sal1K a namun sumber dananya berasal dari bagian belanja pemberdayaan 
" h desa, (Jll81' 

r ra~at. ' at RPO dari Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa. 
Z) foflll 

Rincian Belanja Jumlah Keterangan # Rekening 
2 3 4 1 

davaan Masyarakat 
\pemtier Belanja Pemberdayaan Masvarakat 
J Belania Subsidi 
J,1 

1.1.01 Belanja Subsidi kepada Kelompok/Perorangan 
Masyarakat Desa 

~ -" 
Ost ... . 

I2 Belanja Hibah 
1.2.01 Belanja Hibah kepada Perusahaan Desa 

(BUMDesa) 
L . Ost .... 

23 Belanja Bantuan Sosial 
lJ.01 Belanja Bantuan Sosial keoada Perorangan 

.... Ost .... 

24 Belania Bantuan Keuanoan 
14.01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga 

lto1.01 Kemasvarakatan Desa 
Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga 

1 Kemasvarakatan Desa PKK ... Ost .. .. 
{\ 

Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana 
~01 Umum Desa 

Belanja Pembangunan Sarana Prasarana 
Pemerintahan Desa 

li.01 .01 .01 Geduna/Kantor Pemerintah Desa 
Pembangunan Gedung/Kantor Pemerintah ·~ 

:~ 
_Desa 
_ Rehabilitasi Gedung/Kantor Pemerintah Desa 
Gectung/Kantor BPD 

.J)st .... 
l~ -i1~ Pembangunan Sarana Prasarana 

3 ~rhubunaan 
'~ Pembangunan Sarana Prasarana 

~rekonomian 
Dst .... 

-



r ,,....... 2 3 4 
~nia Kegiatan Pemerintahan Desa - -I -- p~ Pemerintahan Umum Desa -- , __ 

,i ., Pembentukan Badan --- - -
11 ' permusyawaratan Desa ., ., --()S1 .. . · ··· · r,,----.- -

~ -~ram Pemberdavaan Masvarakat Desa - -
~~Kegiatan Lomba Desa - -

..-- ~-- - - - · . Dst ... ···· ·· .. . ;:=- BeJanja Tak TerduQa 
-- . 

- - -
penanggulangan Bencana Alam dan Bencana --- ·-

•ti Sosial 
Ost ····· -

-- ,_ - -
pememrtah Desa -

. -
Belanja Barang dan Jasa - - - - ----
Belanja Bahan Pakai Habis -

&I Belanja ATK -
(1 01 

Belanja A TK Pemerintah Desa - --
Ot 01.01 - Ost .. .. ---
12 Belania Bahan/Material 

I Ost .... ... 

Belanja Modal 
tt Belanja Modal Pengadaan Tanah 
tt .01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 
n.02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana 

Pendtdikan Taman Kanak-Kanak 
Dst .... 

e Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 

2.01 
Darat Bermotor 
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 
Darat Bermotor Mobil 

3 Beianja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 
Darat Tidak Bermotor 
Ost .... 

Nomor · 
Tungga1 :·.::::::::::::: 

············ ·················· 2010 

~ i dan telah sesuai ketentuan, 

CAMA_r .. . .... 

(tanda tangan) 

P (nama lengkap) 
~ kat ( .. . ...... .. ) 

. .. . ... . . . .. . .. 

KEPALA DESA ...... .. . 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

-

-
-
-
- -

- --

-
. 

I 
I 

1: 



r kode rekening dan rincian belanja hanya diisi untuk pengajuan kode 
r,uliS~n belanja pada waktu 1tu. (t1dak harus ditulis seluruh kode rekemng dan tpe rincian n oesa). .. . . . 

'ill 9
1-0 .A~8 ianja agar d11s1 spesifikasmya/jenis peruntukannya. r~ian . 0,s be 

lrpr,v9le . . 
t ran Realisas1 Pencairan Dana (LRPD) adalah sebagai berikut : 

tLaP0 . . . 
fo rf119 rn,at Laporan Reahsas1 Pencairan Dana (LRPD) dari Alokas1 Dana 

I toh ,o . . 
1) con ADD), Bagi Has1I PaJak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan 

oesa ( 
h n Penghasilan . 

farTlba a 

DESA ........................ . 
EALISASI PENCAIRAN DANA (LRPD) ALOKASI DANA DESA (ADD) , 

~ N ~ASIL PAJAK DAERAH, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DAN 
BAGI TAMBAHAN PENGHASILAN TAHUN 2010 

,,,------- Pencairan 
Rincian Belanja Jumlah Tahao Sisa Keterangan 

I II Ill IV 
,,,.---....- 2 3 4 5 6 7 8 9 
I -
jANJA • 
!elanja pegawa1 Aparat Pemerintah 

dan Lainnva 
fuajangan Kehormatan, Operasional 
~Keaiatan BPD 
iemberdavaan Masvarakat 
Cl,erasional Pemerintah Desa 
IBIAYAAN 

Jumlah Belanja dan 
Pembiayaan (2+3) 

1lrrerifikasi dan telah sesuai ketentuan , 

CAMAT 

........... , ·················· 2010 

KEPALA DESA ........ . 

(tanda tangan) 
(tanda tangan) 

(nama lengkap) 
PaNngkat ( ........... ) (nama lengkap) 

IP. ········· ····· 
~Ulisan k . . lig d . ode rekening dan rincian belanja dan/atau pemb1ayaan sesua1 dengan 

an nncian belanja dan/atau pembiayaan dalam RPO 100% (seratus persen) . 

~Contoh 
[) format Laporan Realisasi Pencairan Dana (LRPD) dari Bagi Hasil 
"etrib Usi Pasar De sa. 

, 
111 



r DESA .. .... ..... . .. . ... .... .. . 
~usASI pENCAIRAN °;~~~:~~~0BAGI HASIL RETRIBUSI PASAR DESA 

Pencairan 
/ Rincian Belanja Jumlah Tahap Sisa Keterangan 
e l ll ll l lV 
,19 2 3 4 5 6 7 8 9 
/ .----
/ ~ arakat an e~a P n,erintah Desa 
~~nal e 

Mengetahu1, 

CAMAT ·· ············· 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 
Pangkat ( ... ··· ····· ) 

NIP ... ........... . 

····· ·· ····, ······ ·· ········· · 2010 

KEPALA DESA ........ . 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

upenulisan kode rekening dan rincian belanja sesuai dengan kode rekening dan 
J,anjadalam RPO 100% (seratus persen) . 

kl.URAN DANA 
Oalam rangka pengawasan dan pengendalian , serta memudahkan dan menjaga 
0nan dalam penyaluran Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan, maka 
Jh dana dari Kas Daerah akan ditransfer ke dalam Rekening Giro Desa pad a Bank 

Cabang Kudus setelah Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan 

Dana Yang telah dicairkan, sebelum digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana 
ntum dalam RPO, dimasukkan ter1ebih dahulu dalam rekening kas umum desa pada 
l'ang ditunjuk. 

l 



BAB 111 

PENGELOLAAN DANA 

f dan pengeluaran Dana Perimbangan dan T ambahan Penghasilan harus 
·roaan f n ra tertib dalam Buku Administrasi Keuangan Desa. 

~ ::dukung tertib administrasi pengelolaan keuangan, penerimaan dan 
dana harus dicatat secara tertib dalam Buku Kas Pembantu Dana 

1uaran . 
fl n dan Tambahan Penghas,lan serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

·niban98 
rer1 k n oleh Bendahara Desa. 
jaksana a 

ndukung pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Perimbangan dan 
~!Uk rne . 

h n penghasilan yang dtlaksanakan oleh Bendahara Desa, setiap penerima 
. 

~na rnaupun pelaksana keg1atan yang bersumber dari dana tersebut harus 
~ adakan penatausahaan keuangan berupa penyusunan surat pertanggungjawaban 

1SPJ). 
ienatausahaan keuangan BPD dilaksanakan oleh Sekretaris BPD. Sekretaris BPD 
,ajib rnenyerahkan pertanggungjawaban keuangan BPD kepada Bendahara Desa 
•P bulan dalam rangka tertib administrasi desa dan guna penyusunan rancangan 
~ran desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sesuai ketentuan 
~turan perundangan yang berlaku. 
~ ahara Desa berhak meminta dan menagih SPJ dari penerima dana maupun 
iaaksana kegiatan yang bersumber dari dana tersebut. 
~ ahara Dana Perimbangan Keuangan 
1Bendahara Desa merangkap sebagai Bendahara Dana Perimbangan yang ditunjuk 
aanditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 
IPenunjukan Bendahara Desa, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan 

larg bertaku. 

~ NPEN GGUNMN DAN PENGALOKASIAN DANA 

~SA-OE 
l 1, SA DI KECAMATAN KOTA KUDUS 

~ang Tidak Mempunyai Tanah Benqkok : 
Usus b 

agi Desa-desa di Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah 
. 

\A.t)D I ak memiliki penghasilan berupa bengkok, maka Alokas, Dana Desa 
), Bag· H · "b . D h d T b h ~en I asil Pajak Daerah, Bagi Hast! Retn us, aera an am a an 

9hasila · be ·k t · n, dapat digunakan dengan ketentuan sebaga, n u · 

- I 



r: i,a~an penghasitan digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan 
I) ,arn gi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpenghasilan di bawah 

taP ba . 
te ng besarannya sebaga1mana tercantum pada kolom 8 Lampiran I 
uMt< ya . . . 

an 0upat1 m1. 
peratur . . . . . 

. oana Oesa (ADD), Bagi Has1I PaJak Daerah dan Bagi Hasil Retnbus1 
,AlokaSI . . 

Z) h penggunaannya d1atur sebaga1 berikut : 
oaera 

a) 30 % : (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional 
Pemerintahan Desa yang dibagi atas : 
_ paling banyak 70 % (tujuh puluh persen) 

Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan , Operasional dan 
Kegiatan BPD (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana 
dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya 
anggaran BPD sebesar-besamya 15 % (lima belas persen) dari 
Pendapatan Desa diluar Hasil Usaha Desa, Hasil Penjualan Aset 
Desa yang tidak Dipisahkan , Hasil Swadaya dan Partisipasi 
Masyarakat, Hasil Gotong Royong, Lain-lain Pendapatan Asli 
Desa yang Sah, Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa, Lain-lain 
Pendapatan Desa yang Sah. (Apabila terdapat sisa anggaran, 
maka sisa anggaran dimaksud dialokasikan untuk belanja 
operasional pemerintah desa, misalnya belanja pegawai , belanja 
barang dan jasa, serta belanja modal, kecuali untuk Penghasilan 
Tetap Aparat Pemerintah Desa, Tambahan Penghasilan dan 
Tunjangan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa). 

- 30 % (tiga puluh persen) 
Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa. 

b) 70 % : (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan 

masyarakat, dengan ketentuan : 
- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan 

pada POSYANDU Desa paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta 

rupiah) . 
- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum 

Kemitraan Palisi dan Masyarakat (FKPM). 
- digunakan untuk mendukung kegiatan pensertipikatan tanah kas 

desa secara bertahap. 
\ 

~~tuk~ 
~u~u a an mem un ai Tanah Ben kok 

s ba · ,n g, Desa-desa di Kecamatan Kota Kudus yang aparat pemerintah l Yi> ""'rn·1· . ......__ llki Penghasilan berupa bengkok, maka Alokas, Dana Desa (ADD), 



Pajak Daomh. Dag, Hi""1 R---. °""'9h. dim T-..0 Penglla6ilan 
~kB" dongM katontuon G8bagm tenllut 

ti 
,, ra,nbOhOn ~n diguna11an untuk membefdmn 

pe:ngt~ to1at> bai:Jt Kepab Ona cian Perttngkar {)es(j l/W'l-9 
dJ bawah UMK yang besarannya aebag.aimana ren:amurn 

pada kOiom O lafflptron I ~aturan B4.JpatJ an, 

b) Ba-tl' da.n Pcrongk.at DoNt yang tldox mcno-apa-: wmoot,.an 

~Jan dlb()ok.an tun1nng11n ko-so,ahtcrnan ap.,-".traf Pffl'T'l()r-1/ltOli d~ 

'f3f10 t)Mafannyta paling hngg1 s.ebml.of 10 % ( Mlpuluh pe<M!n) dart J]JITit.atl 

AJok.BS• Dana Des.a (ADO) 8,991 Hmul PAfa.k Oaerah dan Bagi t-ia:arl 

RetflbUS' Daerah yang drtenma 0esfl yang bers.angkutan Tunt.afl'J.atl 

kf.lSCJahte<Dt tn in , hdak bertaku bog, Sekre1ans Desa Pegawa1 Neqe" Srpd 

(PNS) 

l) SU dona dan AJo«as, Dana Dess (ADD) Bag, Has1I PataK Daerah d.an 8ag1 

t-t;rs-Jf Retnbu s1 Dae<ah s.etelah d1kurang1 tun1angan keseiahteraan 

Pl}OQ51Unaannya dia1ur s.ebaga, benku1 

11) 30 % (bga puJuh pefll.en) d1pergunak.an untu.k betan1a oper-asional 

Pemenn1ahan Desa yang d1bag1 ata!I 

paling banyak 70 % ( luJuh puluh person) 

D1pe<gunak.an untuk Tuniangan Kohormatiln Opern-s,on.af d.3n 

Kogm1.on BPO (oongan k-01e ntuon a.pabd:a ad.i tnmt>.ah.an cf.an.a 

den llJmber pendopotan dc."'S-8 Lmnnyo. 1uml..)h 

anggoran BPO s,ebo'IWr oos.mny-a 15 % (luno oofn~ po~cn) <Utn 

Pendapol.on Oosn d1lunr I fouil U ttoho Do.., 8-009.ko« >\poro:t 

Pemenntah Oes.o. H.rnul Pon1u.olon AMJt De,..n ynng bd• 
0,ip!S8hkan HMJI Swaooyn dltfl Put1i:s,phl Mayon:.lk.111. HasJf 
Gotoog Royong Lain-lam P.endopo:tnn Ash Des.a yang San . Bag, 
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masyarakat) 
• 30 4w. (bga puiuti perse:n) 

untuk OpenlSionai PememCah Oesa. 

(t\fUh putuh p&rrNll) UTlflJk beiaoja pem&,ada.-,aafl 

1'1\t1$yaffl!ult, dengan ketentuan 
untuk KegJatan PKK o.ea yang mencakup w daiamRy,ai kegaa,t 
peaa POSYANOU 0esa paling sedikJt Rp S OOO OOO.- (Ima ,uta 

rupiAh) 



- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum 
Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). 

- digunakan untuk mendukung kegiatan pensertifikatan tanah kas 
desa secara bertahap. 

csA DI LUAR KECAMA TAN KOTA KU DUS 
tsA·o~ . . 

00
~ an mem un 81 Ben kok sam a, den an 15 lima belas hektar. 

1 aagi oesa-desa di luar Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah desanya 
memiliki penghasilan berupa bengkok dengan luas seluruhnya sampai dengan 15 
~j,na belas) hektar (jumlah luas tanah bengkok dari Kepala Desa sampai dengan 
seluruh Perangkat Desanya), maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak 
oaerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan, dapat digunakan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) a) Tambahan Penghasilan digunakan untuk memberikan tambahan 
penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang 
berpenghasilan di bawah UMK yang besarannya sebagaimana tercantum 
pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

b) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan 
penghasilan, diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa 
yang besarannya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah 
Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil 
Retribusi Daerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan 
kesejahteraan ini tidak berlaku bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil 
(PNS). 

21 Sisa dana dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi 
Hasil Retribusi Daerah setelah dikurangi tunjangan kesejahteraan, 

Penggunaannya diatur sebagai berikut : 

a) 30 % : (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional 

Pemerintahan Desa yang dibagi atas : 
paling banyak 70 % (tujuh puluh persen) 
Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan 

Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana 

dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya 

anggaran BPD sebesar-besarnya 15 % (lima belas persen) dari 

Pendapatan Desa diluar Hasil Usaha Desa, Bengkok Aparat 

a 



Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Oesa yang tidak 

Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Hasil 

Gotong Royong, lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah, Bagi 

Hasil Retribusi Pasar Desa, Lain-lain Pendapatan Desa yang 

Sah. (Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran 

dimaksud dialokasikan untuk belanja pemberdayaan 
masyarakat). 

- 30 % (tiga puluh persen) 

Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Oesa. 

b)70 % (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan 
masyarakat, dengan ketentuan : 

untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan 

pada POSYANDU Desa paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta 
rupiah) . 

- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum 
Kemitraan Palisi dan Masyarakat (FKPM). 

- digunakan untuk mendukung kegiatan pensertifikatan tanah kas 
desa secara bertahap. 

b. Desa yang mempunyai Bengkok luasnya lebih dari 15 (lima belas) s/d 30 (tigapuluh) 
hektar. 

Bagi Desa-desa di luar Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah desanya 
memiliki penghasilan berupa bengkok dengan luas seluruhnya 15 (lima belas) 
sampai dengan 30 (tiga puluh) hektar (jumlah luas tanah bengkok dari Kepala Desa 
sampai dengan seluruh Perangkat Desanya) , maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi 
Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Tambahan Penghasilan, 
dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) ) 
a T ambahan Penghasilan digunakan untuk memberikan tambahan 

Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang 
berpenghasilan di bawah UMK yang besarannya sebagaimana tercantum 
Pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

b) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan 
Penghasilan, diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa 
Yang besarannya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah 
A.lokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi 
Daerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan 
ini tidak berlaku bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

IL_ J 



dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi 
5iS8 dana tribusi Daerah setetah dikurangi tunjangan kesejahteraan, 

·1 ~e HaS' nya diatur sebagai berikut : 
gunaan pen9 

(tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasionat 
pemerintahan Desa yang dibagi atas : 
_ paling banyak 70 % (tujuh puluh persen) 

Oipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan , Operasional dan 
Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana 

dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya 
anggaran BPD sebesar-besarnya 12,5 % (dua betas koma lima 
persen) dari Pendapatan Desa diluar Hasil Usaha Desa, Bengkok 
Aparat Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak 
Oipisahkan, Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Hasil 
Gotong Royong, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah, Bagi -Hasil Retribusi Pasar Desa, Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. 
(Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud 
dialokasikan untuk belanja pemberdayaan masyarakat). 

- 30 % (tiga puluh persen) 
Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa. 

b) 70 % (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan 
masyarakat, dengan ketentuan : 
- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan 

pada POSYANDU Desa serendah-rendahnya Rp 5.000.000,-
(lima juta rupiah) . 

- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum 
Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). 

- digunakan untuk mendukung kegiatan pensertifikatan tanah kas 
desa secara bertahap. 

an 
~gi D rn§_fll un ai Ben kok luasn a lebih dari 30 ti a uluh hektar. 

esa-c1 
~ iliki esa di fuar Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah desanya 
~ h) .__Penghasitan berupa bengkok dengan luas seluruhnya lebih dari 30 (tiga 
i ·~ktar 1; • 
erilogkat \Jumtah luas tanah bengkok dari Kepala Desa sampa, dengan seturuh 
, i~a . Desanya), maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, 

'

s,1 Ret 'b . . 
n us, Daerah dan Tambahan Penghasilan, dapat d1gunakan dengan 

nSeb . aga, berikut : 

l 

.. a 

a A 



penghasilan digunakan untuk memberikan tambahan 
bahan 

) f af11 . tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang 
, has11an 

peri9 ·ian di bawah UMK yang besarannya sebagaimana tercantum 
r,ghas1 . . . 

be~ 8 Lampiran I Peraturan Bupatl m1. 
kOIOrTl 

pada la oesa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan . l(epa 
b) 1399' .1 n diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa has1a , 

peri9 besarannya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah 
yan9 . oana oesa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi 
AlokaSI 

aerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan 
0 . . d k berlaku bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
iOI ti a 

a dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi 
Sisa dan 

. Retribusi Oaerah setelah dikurangi tunjangan kesejahteraan, 
Has1I . . 
penggunaannya diatur sebaga1 benkut : 

a)30 % : (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional 
Pemerintahan Desa yang dibagi atas : 
- paling banyak 70 % (tujuh puluh persen) 

Oipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan 
Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana 
dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya 
anggaran BPD sebesar-besarnya 10 % (sepuluh persen) dari 
Pendapatan Desa diluar Hasil Usaha Desa, Bengkok Aparat 
Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak 
Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Hasil 
Gotong Royong, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah, Bagi 

Hasil Retribusi Pasar Desa, Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. 
(Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud 
dialokasikan untuk belanja pemberdayaan masyarakat). 

- 30 % (tiga puluh persen) 

Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa. 

b) 70% . 
· (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan 

rnasyarakat, dengan ketentuan : 

- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan 
Pada POSYANDU Desa paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta 
rupiah). 

- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum 
Kernitraan Palisi dan Masyarakat (FKPM). 

- digunakan untuk mendukung kegiatan pensertifikatan tanah kas 

~ esa secara bertahap. 

11 



tidak mem un ai Bondo Desa. an 
()j58 a di iuar Kecamatan Kota Kudus yang Desanya tidak_ memiliki Bondo 

,oesa-des kasi oana Desa (ADO), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil 
~ I K8 AIO 
• .t.9, ,,,a h dan Tambahan Penghasilan, dapat digunakan dengan ketentuan 
r . oaera 

·pUSI ,1~ , ril<Ut : 
~ lpe 

han Penghasilan digunakan untuk memberikan tambahan 
,arriba 

11 
a) Han tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpenghasilan di 

enghas 
P h uMK yang besarannya sebagaimana tercantum pada kolom 8 
bawa B t· .. ·ran I peraturan upa , m,. 
LarT'IP1 

, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan 
b) 0ag1 . . . 

penghasilan, dibenk~n t~nJa~gan keseJahteraan aparat pemerintah desa 

g besarannya pahng tmgg1 sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yan 
Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi 
oaerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan 
ini tidak berlaku bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Sisa dana dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi 
Hasil Retribusi baerah setelah dikurangi tunjangan kesejahteraan, 
penggunaannya diatur sebagai berikut : 

a) 30 % : (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional 
Pemerintahan Desa yang dibagi atas : 

l 

- paling banyak 70 % (tujuh pufuh persen) 
Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan 
Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari 
sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran 
BPD sebesar-besarnya 15 % (lima belas persen) dari Pendapatan 
Desa diluar Hasil Usaha Desa, Bengkok Aparat Pemerintah Desa, 
Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya 
dan Partisipasi Masyarakat, Hasil Gotong Royong, Lain-lain 
Pendapatan Asli Desa yang Sah, Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa, 
Lain-lain Pendapatan Oesa yang Sah. (Apabila terdapat sisa 
anggaran, maka sisa anggaran dimaksud dialokasikan untuk 

belanja pemberdayaan masyarakat). 
- 30 % (tiga puluh persen) 

Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa. 

(tujuh Puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan 

rnasyarakat, dengan ketentuan : 

• 



_ untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan 
pada poSYANDU Desa paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta 

rupiah) . 
_ dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum 

Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). 

_ digunakan untuk mendukung kegiatan pensertifikatan tanah kas 

desa secara bertahap. 

N LAINNYA 
~ A rnelakukan pmJaman, maka besarnya angsuran Pinjaman Desa 

·1a oesa 
~

1 a utang dan pembayaran pokok utang) pada tahun anggaran berjalan 
~nja bung 

. 30 % (tiga puluh persen) dari hasil lelangan tanah bondo desa dan 
,s1mal _ _ 
· perangkat desa yang kosong dan/atau maks1mal 50% (hma puluh persen) 
~kok _ 
· . pemberdayaan masyarakat dan besaran dana perimbangan pemerintah 
1E1an1a 
l1bupaten kepada desa. 
~naBagi Hasil Retribusi Pasar Desa digunakan untuk : 

1170% (tujuh puluh persen) digunakan untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat; 
30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk Belanja Operasional Pemerintah 

Desa, yang meliputi : 
a) belanja barang dan jasa; 
b) belanja modal. 

f'!menntah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur besaran Tunjangan 
~jahteraan Aparat Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa 
~). Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah secara 
~ isional d . 
1 

, engan mempert1mbangkan : 
Jenjang Jabatan · I , 
Masa Kena· I 'J , 

Beban T ugas· 
I Kine · , 
\pen ~aAparat Pemerintah Desa yang bersangkutan; 

9hasilan ~ngk yang telah diterima (tingkat kesuburan masing-masing tanah 
Ok) Yang bersangkutan . 

\ N 
'1aan k 
~- egiata h ~aall'li . n arus dilakukan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, 
•· nistrasi "'laan · 
\ dana h . 

atitrn arus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara tekrns 
auPun h Ukum sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. 



keQiatan yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Tambahan 
anaan 

,-6 . diharapkan dapat didukung dengan dana yang bersumber dari 
611an 

Asli oesa dan Swadaya Masyarakat. 
9tan 

~ 9P dimaksud selesai dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2010 dan 
·atan I h K I 

~
1 ngjawabkan o e epa a Desa yang menjadi satu dalam penyusunan 
rtanggu 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan 
,ran ngjawaban kepada BPD dan penyampaian informasi tentang pokok-pokok 
rtanggu 

e gi·awaban kepada masyarakat Desa. 
ertanggun 



r BABIV 

pfMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN SANKS! 

11NMN i efisiensi dan efektrfitas penggunaan Dana Perimbangan dan Tambahan ncaP8 r~ gar tepat waktu , tepat sasaran dan tepat administrasi, maka pembinaan atas 
511an a . 

f oana Penmbangan dan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Camat 
unaan . . 

rJl sagian Pemenntahan Desa sesua1 dengan peraturan perundang-undangan .~dan pill"'' 
~i,erlakU-

-p.WASAN . 
aWasan atas penggunaan Dana Penmbangan dan Tambahan Penghasilan dilakukan 

: saat pelaksanaan kegiatan monitoring Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah 
Mlaten kepada Desa dan pada saat pemeriksaan rutin tahunan Aparat lnspektorat 
~ ten serta pengawasan langsung oleh BPD dan masyarakat setempat sesuai 
rganperaturan perundang-undangan yang berlaku. 

l.APORAN 
Oa\am rangka efektifrt:as penggunaan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan 
rerdasarkan ketentuan yang berlaku, tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka 
Kepala Desa wajib melaporkan penggunaan Dana dengan mengirimkan fotokopi Buku 

Pembantu Dana Perimbangan dengan tanda tangan dan stempel asli setiap bulan 
\epada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan 
lErikutnya, dengan dilampiri : 
l 8ktj · u penenmaan dan pengeluaran beserta data dukung yang sah; dan 
i, Laporan Perkembangan Triwulan (dilampirkan apabila pelaporan penggunaan dana 

lelah sampai pada akhir tiap tri wulan), misalnya Laporan Perkembangan Triwulan I 
dilarnpirk an Pada saat pelaporan penggunaan dana bulan Maret, dan seterusnya. 

rangka mewujudkan tertib administrasi keuangan, Kepala Desa tetap 
~ n P8nggunaan dana perimbangan setiap bulan walaupun keadaan kas 

desa bersumber dari dana perimbangan masih dalam keadaan NIHIL. 

\s1 
\ 1erjao· \ i~ 1 Penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Perimbangan dan Tambahan 
\ "9-"· ll'laka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 

undan 
Qan Yang berlaku. 



BABV 
PENUTUP 

. n dana perimbangan keuangan pemerintah kabupaten kepada desa 
~i,ena k menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil dan 

untu 
.~ n m penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan F .1 dala . 
f rakat dalam kerangka pelaksanaan otonomi desa, sehingga akan tercapai 

1f18SY8 
·"' kan yaitu : r diharaP · 
l~n penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan 

asyarakat di desa. 
1 an m 

tan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa (berikut stakeholder di desa 
~) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendal ian pembangunan secara ~,n 

sesuai dengan potensi desa. 
1f19katkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha 

imasyarakat desa. 
-oorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat. 
'eOOlllSn ini bersifat operasional khusus untuk Tahun Anggaran 201 0, dan seianjutnya 
anunakan dirumuskan kembal i untuk disesuaikan dengan dinamika yang berkembang. 
einyang belum ditentukan dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh BupatL 

DUS, 
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